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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Hak atas kepemilikan tanah mempunyai peranan penting dalam 

pemenuhan kebutuhan sosial dalam kehidupan sehari-hari, dengan 

perkembangan penduduk yang sangat pesat kebutuhan tanahpun berkembang 

sesuai harapan masyarakat, makin berkembangnya penduduk pasti akan 

menambah pentingnya kedudukan hak atas kepemilikan tanah. Salah satu cara 

dalam memperoleh hak atas tanah yaitu dengan cara jual beli.1  

Jual beli tanah merupakan hal yang sering terjadi dalam kehidupan 

sehari-hari di masyarakat. Istilah jual beli disebutkan dalam Pasal 26 Undang-

Undang Pokok Agraria (UUPA) yaitu yang menyangkut jual beli hak milik atas 

tanah. Pasal-pasal lainnya tidak ada kata yang menyebutkan jual-beli, tetapi 

hanya disebutkan sebagai dialihkan. Pengertian dialihkan menunjukan suatu 

perbuatan hukum yang disengaja untuk memindahkan hak atas tanah kepada 

pihak lain. Jadi, meskipun dalam Pasal hanya disebutkan dialihkan, termasuk 

salah satunya adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah karena jual 

beli.2 

                                                           
1   Effendi Perangin, Hukum Agraria Indonesia, CV. Rajawali, Jakarta, 1991, hlm. 95 
2  Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, 

hlm. 76. 
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Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960 dalam Pasal 

5 menyebutkan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, dan ruang 

angkasa ialah hukum adat. Berdasarkan hukum adat perjanjian jual beli tanah 

merupakan perjanjian yang bersifat tunai, terang dan riil. Tunai artinya bahwa 

dengan dilakukannya perbuatan hukum tersebut hak atas tanah yang 

bersangkutan beralih kepada penerima hak. Terang artinya Perbuatan hukum 

tersebut harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang 

bertugas membuat aktanya. Riil artinya bahwa akta yang ditandatangani para 

pihak menunjukkan secara nyata dan riil. Akta tersebut membuktikan bahwa 

benar telah dilakukan perbuatan hukum yang bersangkutan, karena perbuatan 

hukum yang dilakukan merupakan perbuatan hukum pemindahan hak.3 

Berbeda dengan ketentuan dalam hal perjanjian jual beli yang diatur 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pada Pasal 1458 

KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Jual beli itu dianggap telah terjadi antara 

kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat 

tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum 

diserahkan, maupun harganya belum dibayar”. Pada Pasal tersebut, dikatakan 

bahwa perjanjian dianggap ada sejak tercapainya kata sepakat antara kedua 

belah pihak, meskipun barang yang janjikan belum diserahkan dan harganya 

belum dibayar.4 

                                                           
3  Boedi Harsono, Hukum Araria Indonesia: Sejarah Pembuatan Undang-Undang Pokok Agraria, 

Djambatan, Jakarta, 1999, hlm. 318. 
4  Iwan Permadi, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda Dengan Cara 

Itikad Baik Demi Kepastian Hukum, Jurnal Yustisia. Vol. 5 No. 2 Mei - Agustus 2016 



 

3 

Berlakunya UUPA menjadi dasar bagi terbitnya Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Mengenai perbuatan hukum 

pemindahan hak atas tanah maka wajib didaftarkan dan dicatat di Kantor 

Pertanahan. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) PP Nomor 24 tahun 1997 dalam 

melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT 

dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan 

tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan 

yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut terbit pula Peraturan pemerintah 

Nomor 37 tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai tindak 

lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah. Pembentukan peraturan perundang-undangan terkait pendaftaran tanah 

adalah apabila ada orang maupun badan hukum yang hendak melakukan 

perbuatan hukum peralihan hak atas tanah maka harus dilakukan sebagaimana 

ditetapkan. Secara normatif peralihan hak atas tanah khususnya Jual Beli hanya 

dapat dilakukan apabila pembayaran telah lunas, dilakukan dihadapan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah dengan menandatangani Akta Jual Beli yang kemudian 

didaftarkan di Kantor Pertanahan. 

Namun dalam prakteknya, sering terjadi ketika ada pihak penjual dan 

pihak pembeli yang akan melakukan jual beli tanah tidak seketika langsung 

dilakukan pendaftaran tanah atas nama pembeli meski telah dibayar lunas. Hal 

tersebut dapat dikarenakan adanya halangan-halangan administratif, misalnya 

sertipikat masih dalam Hak Tanggungan, Pihak Penjual maupun dari Pihak 

Pembeli belum memiliki kemampuan untuk membayar pajak-pajak yang timbul 
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akibat jual beli, sertipikat masih dalam proses turun waris, sertipikat masih 

dalam proses pemecahan, proses pembayaran bertahap dan lain sebagainya, 

sehingga penandatanganan akta jual beli hak atas tanah belum dapat dilakukan 

di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT) juga akan menolak untuk membuatkan akta jual beli tersebut. 

Untuk mengatasi hal tersebut, dengan tujuan perbuatan hukum dalam transaksi 

jual beli mendapat perlindungan hukum, dengan demikian dapat dihindari 

akibat hukum yang merugikan pihak-pihak yang bersangkutan, guna lancarnya 

ketertiban administrasi dibidang pertanahan, maka terdapat suatu terobosan 

hukum oleh Notaris. Dalam praktiknya yang hingga kini masih dilakukan 

dengan dibuatkannya Perikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) dihadapan Notaris 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P) menyatakan bahwa 

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik 

dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.5 

Dalam buku berjudul Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di 

Indonesia yang mengatur tentang jual beli tanah namun formatnya baru sebatas 

pengikatan jual beli yaitu dalam bentuk perjanjian pendahuluan sebelum 

                                                           
5  Nyoman Satyayudha Dananjaya, Pembatalan Sertipikat Hak Milik Dan Akibat Hukumnya 

Terhadap Akta Jual Beli, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 1, Nomor 1, September 2016, ISSN 

2528-7273. 
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dilakukannya perjanjian jual beli. Perikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) itu 

sendiri sebenarnya belum diatur dalam perundang-undangan yang dinamakan 

perikatan perjanjian jual beli.6 

R. Subekti menuliskan didalam bukunya bahwa perjanjian pengikatan 

jual beli adalah perjanjian antar pihak si penjual dan pihak pembeli sebelum 

dilaksanakannya jual beli dikarenakan adanya unsur-unsur yang harus dipenuhi 

untuk jual beli tersebut antara lain adalah sertipikat hak atas tanah belum ada 

karena masih dalam proses, atau belum terjadinya pelunasan harga atau pajak-

pajak yang dikenakan terhadap jual beli hak atas tanah belum dapat dibayar baik 

oleh penjual atau pembeli.7 

Dalam Perjanjian Pengikatan Jual dan Beli sering digunakan sebelum 

dilakukannya pembuatan akta jual beli hak atas tanah dihadapan PPAT. Pada 

kenyataannya Perikatan Perjanjian Jual Beli ini tidak pernah diatur dalam 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak atas tanah, sehingga 

hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kekuatan Perikatan Perjanjian Jual 

Beli terhadap sengketa hak atas tanah yang dilakukan pembatalan secara sepihak 

oleh pihak penjual. 

Hal tersebut sebagaimana yang terjadi dalam perjanjian jual beli ruko 

antara Sri Hastuti dan PT. Fanindo Cipta Propertindo yang dibuat dalam bentuk 

akta Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) atas tanah dan bangunan dengan 

                                                           
6  Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, 

hlm. 12. 
7  R. Subekti, Hukum Perjanjian, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm.75. 
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sistem pembayaran cash bertahap. Namun Sri Hastuti selaku pembeli 

mengalami kesulitan keuangan sehingga mengalami kemacetan dalam 

pembayaran sehingga PT. Fanindo Cipta Propertindo memberikan somasi untuk 

segera melunasi sisa pembayaran sekaligus bunga atas keteralambatan 

pembayaran. Sri Hastuti selaku pembeli pun menanggapi somasi tersebut 

dengan berusaha mencari dana guna melunasi sisa pembayaran berikut 

bunganya, namun PT. Fanindo Cipta Propertindo malah membatalkan secara 

sepihak perjanjian tersebut tanpa mempertimbangkan itikad baik yang 

dilakukan oleh pembeli. Selain itu PT. Fanindo Cipta Propertindo, melakukan 

pembatalan akta perikatan perjanjian jual beli yang dibuat dihadapan notaris 

tanpa dimintakan ke Pengadilan Negeri.8       

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa pihak pembeli 

telah dirugikan oleh pihak penjual. Dimana pihak pembeli yang sudah beritikad 

baik membeli tanah dan bangunan serta telah melakukan pembayaran dan 

mengusahakan mencari dana untuk melakukan pelunasan pembayaran, namun 

pihak penjual melakukan pemutusan secara sepihak atas perikatan perjanjian 

jual beli atas tanah dan bangunan tersebut, sehingga menimbulkan kerugian bagi 

pihak pembeli. 

Dalam transaksi jual beli para pihak berusaha melakukan hak dan 

kewajibannya masing-masing dengan baik, namun tidak tertutup kemungkinan 

ada pihak-pihak yang sengaja untuk berbuat tidak baik demi untuk mencapai 

                                                           
8  Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Kasasi Nomor 503 K/Pdt/2016  
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keuntungan yang lebih besar, sekalipun demi hal tersebut ia melakukan hal-hal 

yang melanggar perjanjian yang telah disepakati seperti halnya dalam kasus 

yang penulis uraikan diatas, dimana pihak penjual telah melakukan pembatalan 

perjanjian secara sepihak. Maka untuk itu dalam sebuah perjanjian jual beli 

perlu didasari oleh itikad baik, agar terciptanya kepastian hukum bagi para 

pihak. 

Itikad baik dalam suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) 

KUHPerdata, selanjutnya yang menyatakan bahwa persetujuan-persetujuan 

harus dilaksanakan dengan itikad baik. Akan tetapi dalam pasal tersebut tidak 

disebutkan secara ekplisit apa yang dimaksud dengan “itikad baik”. Akibatnya 

orang akan menemui kesulitan dalam menafsirkan dari itikad baik itu sendiri. 

Karena itikad baik merupakan suatu pengertian yang abstrak yang berhubungan 

dengan apa yang ada dalam alam pikiran manusia. Menurut James Gordley, 

sebagaimana yang dikutip oleh Ridwan Khairandy, memang dalam 

kenyataannya sangat sulit untuk mendefinisikan itikad baik.9 

Menurut teori klasik hukum kontrak, asas itikad baik dapat diterapkan 

dalam situasi dimana perjanjian sudah memenuhi syarat hal tertentu, akibat 

ajaran ini tidak melindungi pihak yang menderita kerugian dalam tahap pra 

perjanjian atau tahap perundingan, karena dalam tahap ini perjanjian belum 

menenuhi syarat tertentu.10 

                                                           
9  Ridwan Khairandy, Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Program Pascasarjana Fakultas 

Hukum Universitas Indonesia, 2003, Jakarta, hlm.129-130  
10  Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 5  
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Penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli haruslah 

diperhatikan terutama pada saat melakukan perjanjian pra negosiasi, karena 

itikad baik baru diakui pada saat perjanjian sudah memenuhi syarat syahnya 

perjanjian atau setelah negosiasi dilakukan.Sifat dari itikad baik dapat berupa 

subjektif, dikarenakan terhadap perbuatan ketika akan mengadakan hubungan 

hukum maupun akan melaksanakan perjanjian adalah sikap mental dari 

seseorang. Banyak penulis ahli hukum Indonesia menganggap itikad baik 

bersifat subjektif, akan tetapi sebagaimana pendapat Wirjono Prodjodikoro, 

kalangan ahli hukum Belanda antara lain Hofmann dan Vollmar menganggap 

bahwa disamping adanya pengertian itikad baik yang subjektif, juga ada itikad 

baik yang bersifat objektif, oleh mereka tidak lain maksudnya adalah kepatutan 

(billikheid, redelijkheid).11 

Pelaksanaan itikad baik dalam suatu perjanjian dapat dikatakan menjadi 

suatu permasalahan, karena sangat sulit apabila dipahami secara subjektif. Oleh 

karena itu itikad baik hanya dapat dilihat apabila secara objektif yaitu 

pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian. Disadari bahwa, itikad baik ini 

sifatnya sangat subjektif karena ukurannya tidak dapat ditentukan akan tetapi 

nilai subjektif tersebut akan dapat terlihat dari pelaksanaan perjanjian tersebut. 

Pentingnya itikad baik dalam suatu perjanjian khususnya sewa menyewa adalah 

dikarenakan akan terbentuknya suatu kepercayaan sehingga pelaksanaan 

                                                           
11  Ibid, hlm. 262  
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perjanjian tersebut dapat berjalan dan pada akhirnya masing-masing pihak akan 

mendapatkan keuntungan.  

Secara teoritis, sengketa jual beli tanah antara pemilik asal, melawan 

pembeli beritikad baik, dapat diasumsikan sebagai perselisihan antara doktrin 

‘nemo plus iuris transferre (ad alium) potest quam ipse habet’ (seseorang tak 

dapat mengalihkan sesuatu melebihi dari apa yang dimilikinya) yang membela 

gugatan pemilik asal, berhadapan dengan asas ‘bona fides’ (itikad baik) yang 

melindungi pembeli beritikad baik. Posisi hukumnya memang sepertinya 

dilematis, karena menempatkan dua belah pihak yang pada dasarnya tidak 

bersalah untuk saling berhadapan di pengadilan dan meminta untuk 

dimenangkan, akibat ulah pihak lain (penjual) yang mungkin beritikad buruk. 

Jika dalil pembeli dikabulkan, maka dia akan dianggap sebagai pemilik (baru), 

meskipun penjualan dilakukan oleh pihak yang (semestinya) tidak berwenang, 

sementara jika dalil tersebut tak dapat dibenarkan, maka peralihan hak akan 

dianggap tidak sah dan pemilik asal akan tetap menjadi pemilik sahnya.12 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa pihak pembeli 

yang beritikad baik telah dirugikan oleh pihak penjual yang secara sepihak 

membatalkan perjanjian jual beli tersebut. Hal tersebut sebagaimana tercantum 

dalam Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan semua persetujuan yang dibuat 

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, 

persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat 

                                                           
12  Ridwan Khairandy, Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, UI Press, Jakarta, 2004, hlm. 

194  
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kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang 

dinyatakan cukup untuk itu, persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan 

itikad baik. 

Selain itu Perikatan Perjanjian Jual Beli yang dituangkan dalam Akta 

merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. 

Hal0ini dimaksudkan0oleh para0pihak untuk0lebih memberikan0perlindungan 

dan0kepastian hukum0bagi para0pihak yang0membuatnya. Apabila0hal-hal 

yang0telah disepakati0dalam akta0pengikatan jual0beli dilanggar0atau tidak 

dipenuhi0oleh para0pihak yang0membuatnya maka0hal tersebut0dapat 

dikatakan0telah terjadi0wanprestasi. Pasal 1266 ayat (2) KUHPerdata 

menyatakan0bahwa untuk0membatalkan suatu0perjanjian harus0dengan 

putusan0hakim. Suatu0perjanjian yang0dibuat secara0sah dapat0dibatalkan 

dalam0masa perjanjian0berlaku dan0konsekuensi dari0pembatalan perjanjian 

tersebut, pertama-tama0harus dilihat0apakah dahulu0dalam0perjanjian 

tersebut0terdapat klausul0yang mengatur0tentang kemungkinan0terjadinya 

pembatalan0perjanjian beserta0penyebab dan0konsekuensinya bagi0para 

pihak.13  

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penulisan tesis ini, penulis 

memilih judul penelitian “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 

PEMBELI DALAM HAL PEMBATALAN SEPIHAK OLEH PENJUAL”  

 

                                                           
13   Muh. Taufiq Amin, Konsekuensi Hukum Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

(PPJB) Dalam Praktek Jual Beli Properti Di Makassar,  Jurnal Jurisprudentie,  Volume 5 Nomor 

1 Juni 2018, hlm. 264 



 

11 

1.2. Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, maka penulis 

merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana perlindungan hukum pihak pembeli yang beritikad baik atas 

pembatalan secara sepihak yang menimbulkan kerugian? 

2. Bagaimana penerapan hukum dalam menentukan sah tidaknya  suatu 

pembatalan perjanjian jual beli? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis dan menguraikan perlindungan hukum pihak pembeli 

yang beritikad baik atas pembatalan secara sepihak yang menimbulkan 

kerugian.  

2. Untuk menganalisis dan menguraikan penerapan hukum dalam 

menentukan sah tidaknya  suatu pembatalan perjanjian jual beli. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian penelitian ini penulis berharap semoga hasil 

penelitiannya dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang 

berguna bagi kalangan akademis dan mahasiswa yang mendalami hukum 

perdata pada umumnya hukum kenotariatan pada khususnya terkait 
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penyelesaian sengketa atas pembatalan secara sepihak karena wanprestasi 

yang menimbulkan ganti kerugian. 

2. Manfaat Praktis 

Menambah wawasan bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada 

umumnya, serta diharapkan memberikan sumbangan penelitian mengenai 

perlindungan hukum terhadap pembatalan secara sepihak karena 

wanprestasi yang menimbulkan ganti kerugian. 

 

1.5. Sistematika Penulisan  

Penelitian ini terdiri dari lima bab, dimana pada setiap bab akan di 

uraikan hal sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN  

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.  

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA. 

Dalam bab ini akan mengkajikan landasan teori tentang tinjauan 

umum dalam perjanjian, pembatalan secara sepihak, pembeli yang 

beritikad baik, akta perikatan perjanjian jual beli dan tinjauan tentang 

wanprestasi serta landasan teori terkait perlindungan hukum teori 

penyelesaian sengketa. 

BAB III  METODE PENELITIAN HUKUM.  

Dalam bab ini diuraikan mengenai metode penelitian hukum yang 

digunakan dalam penulis tesis ini yang terdiri dari jenis penelitian, 
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prosedur perolehan bahan penelitian, sifat analisis penelitian serta 

hambatan dan penanggulangan dalam penelitian.  

 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini diuraikan mengenai perlindungan hukum pihak 

pembeli yang beritikad baik atas pembatalan secara sepihak karena 

wanprestasi yang menimbulkan kerugian serta menguraikan 

penyelesaian sengketa atas perjanjian jual beli yang dilakukan 

pembatalan secara sepihak karena wanprestasi yang menimbulkan 

kerugian. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dari uraian pada bab 

sebelumnya kemudian penulis memberikan beberapa saran atas 

kesimpulan yang telah diberikan oleh penulis.  


